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Received : 27-10-2024 One of the cases of compensation claims against housing developers by
Revised : 28-10-2024 consumers for house damage, namely damage due to an earthquake, has
Accepted : 30-10-2024 occurred in the case in Mataram City. This case began with the settlement of
Pulished : 02-11-2024 the case based on the arbitration method by the Mataram City BPSK, but did

not find satisfactory results for consumers. The formulation of the problem in
this study is: How is the regulation of compensation for losses related to the
purchase of a house damaged by an earthquake according to positive law in
Indonesia; What are the criteria for determining the provision of
compensation for damage to a house due to an earthquake by a housing
developer to consumers; How is the legal analysis of the considerations and
decisions of judges related to the provision of compensation for damage to a
house due to an earthquake by consumers to housing developers in Decision
Number 870 k / Pdt.Sus / BPSK / 2019. The research method used in this study
is a type of normative juridical research, which is supported by secondary
data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the
research and its discussion are that the determination of compensation for
damage to a house due to natural disasters such as earthquakes by housing
developers to consumers depends on the cause of the damage. If the damage
is caused by the developer's default or negligence, such as not meeting the
promised specifications, then the consumer can claim compensation based on
Article 1243 of the Civil Code. However, if the damage occurs due to force
majeure or circumstances beyond the developer's control, such as an
earthquake, then the developer cannot be held liable according to Articles
1244 and 1245 of the Civil Code. Although in practice, as in the Supreme
Court Decision Number 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019, providing compensation
to consumers for damage to houses due to earthquakes can be considered
unfair if there is an element of default on the part of the developer. Therefore,
proving the cause of the damage is the main key in determining the
developer's responsibility to provide compensation to consumers.
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Abstrak

Salah satu kasus penuntutan ganti kerugian terhadap developer perumahan yang dilakukan konsumen atas
kerusakan rumah yakni kerusakan akibat terjadinya gempa pernah yang terjadi pada kasus di Kota Mataram.
Kasus ini dimulai dari penyelesaian kasus berdasarkan cara arbitrase oleh BPSK Kota Mataram, akan tetapi
tidak menemukan hasil yang memuaskan bagi konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini,
yaitu: Bagaimana pengaturan pemberian penggantian kerugian terkait pembelian rumah yang mengalami
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kerusakan akibat terjadinya gempa menurut hukum positif di Indonesia; Bagaimana kriteria dalam penentuan
pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat terjadinya gempa oleh developer perumahan kepada
konsumen; Bagaimana analisis hukum pertimbangan dan keputusan hakim terkait pemberian ganti kerugian
kerusakan rumah akibat gempa oleh konsumen kepada developer perumahan pada Putusan Nomor 870
k/Pdt.Sus/BPSK/2019. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu penentuan pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat
bencana alam seperti gempa oleh developer perumahan kepada konsumen bergantung pada penyebab
kerusakan tersebut. Jika kerusakan disebabkan oleh wanprestasi atau kelalaian developer, seperti tidak
memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal
1243 KUHPerdata. Namun, jika kerusakan terjadi karena force majeure atau keadaan di luar kendali
developer, seperti gempa bumi, maka developer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 1244
dan 1245 KUHPerdata. Meskipun dalam praktiknya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 870
K/Pdt.Sus-BPSK/2019, pemberian ganti kerugian kepada konsumen atas kerusakan rumah akibat gempa
dapat dinilai kurang adil apabila terdapat unsur wanprestasi dari pihak developer. Oleh karena itu,
pembuktian penyebab kerusakan menjadi kunci utama dalam menentukan tanggung jawab developer untuk
memberikan ganti kerugian kepada konsumen.
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Kata kunci: Tanggung Jawab, Developer Perumahan, Gempa.

PENDAHULUAN

Salah satu kasus penuntutan ganti kerugian terhadap developer perumahan yang dilakukan
konsumen atas kerusakan rumah yakni kerusakan akibat terjadinya gempa pernah yang terjadi pada
kasus di Kota Mataram. Awal mula kasus ini dimulai dari penyelesaian kasus berdasarkan cara
arbitrase oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram, dimana dilakukan
penyelesaian antara konsumen dengan pihak developer perumahan, akan tetapi tidak menemukan
hasil yang memuaskan bagi konsumen, sehingga konsumen melakukan pengajuan gugatan atas
perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara Nomor
39/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Mtr, dimana Konsumen merasa Keberatan dan tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram dalam memutuskan perkara yang terjadi. Sebagaimana
Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram hanya mengacu
kepada keadaan memaksa ataupun Force majeure dalam memutus perkara, padahal yang menjadi
perkara dalam hal ini adalah bangunan yang dibuat oleh Tergugat/Pemohon Keberatan (PT.Varin
do Lombok Inti) yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga pada saat terjadi gempa bumi
bangunan tersebut mengalami kerusakan yang sangat banyak/parah antara lain:
1. Hampir semua genteng berjatuhan dan rusak
Atap Plafon rusak
Dinding Pecah
Granit dinding kamar mandi terlepas
Closet Pecah.

a bk wn

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT. Varindo
(Termohon Keberatan) tidak sesuai dengan standar konstruksi yaitu:
1. Kurangnya campuran semen pada pemasangan bata yang terdapat diatas ring balok untuk
menjepit kuda kuda dan Ring Balok tidak terpasang secara benar pada kolom sehingga dinding
pecah.
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Kuda-kuda baja ringan dan kaki kuda-kuda pada baja ringan tidak terpasang dengan benar dan
genteng keramik terpasang tanpa sekrup sehingga genteng bangunan penggugat sebagian besar
berjatuhan sehingga membahayakan penghuni.

Kerangka plafon berbahan holo (baja ringan) jaraknya terlalu besar dan kurangnya gantungan
plafon, sehingga menyebabkan runtuhnya plafon.

Dinding kamar mandi yang tidak diplester dengan benar dan langsung dipasang kramik atau
granit sehingga granit berjatuhan dan terkena kloset dan pecah.

Kolom pagar dan pagar besi tidak terpasang dengan baik sehingga mengalami kemiringan.

Berdasarkan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1491 KUHPerdata berbunyi:

“Penjual wajib menyerahkan barang dan wajib menjamin barang dari 2 hal yaitu (a) menjamin
kenikmatan dan atas barang (b) menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi pada barang”.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram Nomor :

23/BPSK/X/2018 tanggal 15 Februari 2019 dalam Petitum Memutuskan pada angka 2 menyatakan:

Diminta kepada Pihak Developer untuk memberikan bantuan atas telah dilakukannya
renovasi rumah yang rusak yang disebabkan oleh terjadinya gempa adalah putusan yang
sangat keliru karena dalam hal ini Pemohon Keberatan mengajukan ganti kerugian atas
biaya-biaya yang akan dan telah dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan (biaya material dan
upah tukang) untuk memperbaiki rumah Pemohon Keberatan yang rusak sejumlah Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bukan bantuan sebagaimana putusan a quo.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram Nomor:

23/BPSK/X/2018 tanggal 15 Februari 2019 tidak mencantumkan nilai ganti kerugian sejumlah Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga putusan tersebut tidak jelas dan mengambang,
maka oleh karenanya Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini untuk memutuskan dan mencantumkan nilai kerugian yang diminta oleh Pemohon Keberatan
sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), mengingat permohonan pemohon telah
terbukti pada persidangan arbitrase di BPSK dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-
undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Atas hal tersebut, pemohon mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri

Mataram dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Mtr, sebagaimana atas
pengajuan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yaitu:

1.
2.

3.

Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha BPSK;

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 23/BPSK/X/2018,
tanggal 15 Februari 2019;

Menyatakan obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal beralamat di Perumahan Graha
permata Kota Blok DI-10, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang
dibangun dan dijual telah dibeli dari pihak Termohon Keberatan/Pelaku Usaha, tidak
memenuhi batasan spesifikasi yang ditentukan dan tidak memenuhi standart konstruksi
bangunan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan/ Konsumen;
Menghukum Termohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk membayar ganti kerugian kepada
Pemohon Keberatan/Konsumen sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
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5. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya; 6. Menghukum Termohon
Keberatan/Pelaku Usaha untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan
sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dikabulkannya permohonan tersebut, pihak developer perumahan mengajukan keberatan
dengan upaya hukum pada tingkat kasasi dengan register perkara Nomor 870
k/Pdt.Sus/BPSK/2019. Sehingga atas upaya hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Varindo Lombok Inti tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pdt.SusBPSK/2019/PN.Mtr.,
tanggal 9 April 2019 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Mataram Nomor 23/BPSK/X/2018, tanggal 15 Februari 2019.

Mengadili Sendiri:
“Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini
ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikabulkannya upaya hukum yang dilakukan pihak developer perumahan, ternyata pihak
konsumen mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan Register Perkara Nomor 40
PK/Pdt.Sus-BPSK/2020, akan tetapi upaya hukum tersebut tidak dikabulkan dengan amar:
“Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Riduan Syahrani
tersebut tidak dapat diterima”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian penggantian kerugian terkait pembelian rumah yang
mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana kriteria dalam penentuan pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat
terjadinya gempa oleh developer perumahan kepada konsumen?

3. Bagaimana analisis hukum pertimbangan dan keputusan hakim terkait pemberian ganti
kerugian kerusakan rumah akibat gempa oleh konsumen kepada developer perumahan pada
Putusan Nomor Nomor 870 k/Pdt.Sus/BPSK/2019?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative, Sifat penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Pendekatan penelitian hukum yang
digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, Seluruh
bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research),
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, adapun teknik penarikan
kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu “dengan cara berfikir
mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus”( Soekanto,
Op. Cit., him. 11).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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1. Pengaturan Pemberian Penggantian Kerugian Terkait Pembelian Rumah Yang
Mengalami Kerusakan Akibat Terjadinya Gempa Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pengembang sebagai pelaku usaha dalam pemesanan rumah terhadap konsumen
merupakan tanggung jawab mutlak (strict liability), yang mana pengembang (developer/pelaku
usaha) bertanggung jawab mutlak terhadap konsumen dalam pemesanan rumah, dari awal pelaku
usaha menawarkan produknya kepada konsumen sampai terselesaikannya hak dan kewajiban
kedua belah pihak.

Pengembang sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
barang maupun jasa yang merupakan hak konsumen yang diperdagangkan, pengembalian ganti
rugi tersebut harus setara dengan nilai barang yang diperdagangkan kedua belah pihak.
Tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 UUPK merupakan tanggung
jawab yang berkaitan dengan adanya hubungan hukum antara pelaku usaha (developer) dengan
konsumen dan tanggung jawab tersebut berdasarkan hubungan hukum yang lahir setelahnya,
baik di dalam maupun di luar kontrak, sebagai hasil dari memakai produk (membeli rumah
dengan perjanjian KPR).

Developer melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai apa
yang dijanjikannya dalam dokumen pemasaran jual beli rumah, brosur atau sarana promosi
lainnya. Misalnya, terkait spesifikasi bangunan yang dibangun dan dijualnya atau juga
pernyataan brosur pemasaran bahwa perumahan bebas banjir atau tidak rawan tanah longsor
maupun gempa bumi. Dalam hal developer melakukan wanprestasi, maka ia dapat dituntut untuk
membayar ganti rugi oleh konsumen. Sedangkan apabila memang terjadi atas suatu keadaan
memaksa (force majeure), yaitu adanya keadaan di luar kekuasaannya, maka developer tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban. Untuk itu, perlu memastikan fakta apakah gempa bumi
tersebut adalah murni karena peristiwva alam atau karena ada kesalahan developer dalam
pelaksanaan pembangunan( Jayanti, 2024).

Ketentuan dalam Pasal 50 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 134 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menyatakan bahwa,
“Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan”. Jika
dilanggar, developer bisa dikenai sanksi administratif salah satunya pembangunan kembali.

Atas penjelasan di atas, apabila terjadi kerusakan bangunan gedung yang disebabkan
oleh salah satunya bencana alam, maka dapat dilakukan pekerjaan perawatan, baik pemilik atau
pengelola bangunan gedung dapat menunjuk penyedia jasa konstruksi untuk melakukan
perawatan bangunan gedung. Namun perlu memastikan kembali mengenai siapa pihak
penanggung jawab apabila terjadi kerusakan bangunan gedung rumah itu akibat gempa bumi.
Namun, jika memang senyata-nyatanya ada pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan
rumah yang dilakukan developer, misalnya telah diketahui oleh developer bahwa tanah itu
rawan gempa bumi namun developer tidak melakukan tindakan pencegahan khusus, maka dapat
meminta pertanggungjawaban dari developer tersebut.

2. Kriteria Dalam Penentuan Pemberian Ganti Kerugian Atas Kerusakan Rumah Akibat
Terjadinya Gempa Oleh Developer Perumahan Kepada Konsumen
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Pembeli meminta pertanggungjawaban dengan ganti rugi atas kerusakan dan kondisi
bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi mutu dan kualitas bangunan atas
perumahan yang telah dibangun sesuai dengan spesifikasi produk brosur pemasaran yang
diiklankan, yang tentunya brosur tersebut telah dimiliki atau dilihat oleh pembeli sebelum
melakukan transaksi pembelian rumah serta tidak tahan gempa yang telah pengembang atau
developer jaminkan. Hanya saja dalam putusan tersebut disebutkan bahwa resiko yang termasuk
dalam force majeure dan harus ada pencantuman klausul force majeure dalam perjanjian jual
beli.

Berdasarkan hal tersebut, untuk selanjutnya telah terjadi hal-hal selama dalam proses
penyelesaian sengketa konsumen tersebut bahwa peristiwa gempa yang telah terjadi pada bulan
Juli dan Agustus 2018 yang memiliki kekuatan 7.0 SR dan mengakibatkan kerusakan dibeberapa
lokasi di Pulau Lombok dan terhadap pmbeli, penjual atau dalam hal ini developer memiliki
kewajiban dasar sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) Pasal 1491, yaitu penjual wajib menyerahkan barang dan wajib menjamin barang dari
dua hal yaitu:

a. Menjamin kenikmatan tentram atas barang;
b. Menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi barang.

Untuk cacat yang terlihat oleh pembeli maka penjual tidak perlu menanggungnya. Hal
tersebut ditegaskan oleh Pasal 1506 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Penjual hanya
wajib menjamin cacat yang tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat
tersebut, kecuali diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak akan menjamin sesuatu apapun”.
Dalam kasus tersebut pada prakteknya, perusahaan pengembang atau developerpun membatasi
jangka waktu untuk bertanggung jawab atas adanya cacat-cacat yang ditemukan oleh pembeli
setelah penyerahan rumah terjadi. Pengaturan masalah tanggung jawab di dalam KUHPerdata
sebenarnya hanya merupakan hukum pelengkap bagi para pihak artinya, para pihak
diperbolehkan untuk mempersempit atau memperluas ketentuan yang ada. Jika penjual
mempersempit tanggung jawabnya melalui perjanjian standar klausula baku di dalamnya,
semata-mata karena adanya wadah melindungi penjual jika dirinya mengalami kerugian akibat
pengaduan pembeli yang telah melampaui waktu penyerahan.

Mempersempit tanggung jawab justru digunakan penjual untuk menghindari
perselisihan dengan pembeli dikemudian hari. Penetapan batas waktu untuk bertanggung jawab
secara sepihak oleh penjual tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/1955 tentang Pedoman
Pengikatan Jual Beli rumah. Di dalamnya mengatur penjual harus menjamin dan bertanggung
jawab terhadap cacat tersembunyi yang harus diketahui di kemudian hari, sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata. Hal tersebut berarti bahwa kedua pasal
tersebut pada uraian sebelumnya masih tetap berlaku bagi dasar transaksi jual beli rumah
perumahan. Pembatasan tanggung jawab penjual diwujudkan dengan penentuan jangka waktu
dalam menanggung cacat tersembunyi tersebut berarti penjual menerima pengaduan atas
ditemukannya cacat tersembunyi tersebut hanya selama waktu yang ditetapkan oleh penjual.

Adanya cacat tersebut pun haruslah nyata-nyata merupakan kesalahan yang timbul dari
developer, bukan kesalahan yang timbul dari pembeli sendiri akibat pemugaran atau perubahan,
pemakaian dan kelalaian apapun dari pembeli. Bahwa hal ini sulitnya pembuktian terjadinya
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kerusakan karena adanya kelalaian atau tidak sesuai dengan standar bangunan dari pengembang,
dimana faktanya terjadi kerusakan karena adanya gempa bumi, bahwa kerusakan karena adanya
gempa bumi yang di kategorikan sebagai Force Majeure yaitu kejadian atau keadaan yang terjadi
di luar kuasa para pihak berkepentingan yang dapat berkepentingan yang dapat juga disebut
sebagai keadaan darurat.

Kerusakan akibat dari keadaan memaksa (force majeure) juga tidak menjadi tanggung
jawab developer, melainkan dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dan
kemudian kepala daerah akan melakukan pemeriksaan bangunan dan apabila diperoleh bukti
telah terjadi kerusakan akibat gempa bumi maka rumah tersebut akan dimasukkan dalam salah
satu kategori kerusakan rumah terdampak gempa sesuai dengan keputusan kepala daerah yang
akan mendapat kompensasi dari pemerintah, dimana dalam keputusan kepala daerah tersebut
terdapat 3 (tiga) kategori:

a. Kategori rusak berat;
b. Kategori rusak sedang;
c. Kategori rusak berat.

Berdasarkan pengaduan konsumen dan pemeriksaan majelis abitrase, maka menurut
ketentuan yang berlaku, para pihak menjalankan ketentuan yang telah diputuskan yaitu diminta
kepada pihak developer untuk memberikan bantuan atas telah dilakukannya renovasi rumah
yang rusak yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi.

3. Analisis Hukum Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Terkait Pemberian Ganti
Kerugian Kerusakan Rumah Akibat Gempa Oleh Konsumen Kepada Developer
Perumahan Berdasarkan Putusan Nomor 870 K/Pdt.Sus/Bpsk/2019

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa yakni kerusakan rumah yang diakibat
oleh terjadinya gempa bumi dan konsumen merasa bahwa PT Varindo membangun rumah yang
tidak sesuai spesifikasi. Apabila melihat proses penyelesaian adapun pertimbangan majelis
hakim ditiap lembaga peradilan, pada (a) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan
pertimbangan tidak berdasarkan UUPK melainkan berdasarkan pada KUHPerdata. (b) Majelis
hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara keberatan mempertimbangkan
berdasarkan ketentuan ganti kerugian dalam Pasal 19 dan Pasal 60 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. (c) Pada proses Kasasi di Mahkamah Agung majelis hakim dalam
mengadili sengketa ini mempertimbangkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam
perjanjian jual beli rumah tersebut. (d) Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
mempertimbangkan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) UUPK.

Terkait ketepatan putusan dengan hukum yang berlaku bahwa (a) Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata dapat
dikatakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. (b) Putusan Pengadilan Negeri Mataram
yang mengacu pada putusan BPSK dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
(c) Putusan yang diberikan pada proses Kasasi di Mahkamah Agung yang mengacu pada
perjanjian kedua belah pihak sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. (d) Putusan Peninjauan
Kembali sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

4638



JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA *
https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Vol : 1 No: 9, November 2024 \‘.'-'*‘
E-ISSN : 3047-7824

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia, pemberian penggantian kerugian terkait pembelian
rumah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa dapat dibedakan menjadi dua. Jika
kerusakan terjadi karena wanprestasi atau cidera janji dari pihak developer, seperti tidak
memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan
Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh force majeure atau keadaan
memaksa di luar kendali developer, seperti bencana alam gempa bumi, maka developer tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Penentuan
penyebab kerusakan, apakah karena wanprestasi atau force majeure, menjadi kunci untuk
menetapkan tanggung jawab ganti rugi developer terhadap konsumen.

2. Penentuan pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat gempa oleh developer
perumahan kepada konsumen didasarkan pada apakah kerusakan tersebut terjadi karena
wanprestasi atau kelalaian developer, atau disebabkan oleh force majeure di luar kendali
developer. Jika kerusakan disebabkan oleh wanprestasi developer, maka konsumen dapat
menuntut ganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang diderita. Namun, jika kerusakan
terjadi karena adanya force majeure seperti gempa bumi yang tidak terduga, developer tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak wajib memberikan ganti kerugian berdasarkan
Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Kunci utamanya adalah pembuktian apakah kerusakan
disebabkan oleh kesalahan developer atau murni karena peristiwa alam di luar kendali developer.

3. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 berpendapat bahwa
sengketa antara konsumen dan developer terkait kerusakan rumah akibat gempa merupakan
kewenangan Pengadilan Umum, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),
karena developer telah wanprestasi atas pembangunan rumah yang tidak sesuai spesifikasi. Oleh
karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK dan Pengadilan Negeri yang
sebelumnya mengabulkan ganti kerugian konsumen, dan menyatakan BPSK tidak berwenang
memeriksa perkara ini, sehingga developer tidak dapat diwajibkan membayar ganti kerugian
kepada konsumen atas kerusakan rumah akibat gempa tersebut. Akan tetapi, berdasarkan analisis
yang dilakukan bahwa putusan tersebut dipandang kurang adil bagi konsumen. Meskipun
terdapat unsur wanprestasi dari developer, namun konsumen tetap dirugikan atas kerusakan
rumah yang dibelinya.

Saran

1. Seharusnya pemerintah memperkuat regulasi terkait pemberian penggantian kerugian bagi
pembeli rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan agar mekanisme dan
prosedur pengajuan, verifikasi, serta pemberian penggantian kerugian oleh penyelenggara
perumahan kepada konsumen diatur secara lebih rinci.

2. Seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memastikan kriteria-kriteria
penentuan pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat gempa, seperti besaran
kerusakan, penyebab kerusakan, jangka waktu kepemilikan, dan polis asuransi, diterapkan secara
adil dan transparan dalam proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan developer
perumahan.
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3. Majelis Hakim yang mengadili perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pdt.Sus-
BPSK/2019 seharusnya tetap membebankan kewajiban ganti kerugian kepada developer dengan
tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, tanpa mengabaikan peran BPSK
sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, dan
seharusnya Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan sengketa ini dari perspektif hak-hak
konsumen yang terlindungi, bukan semata-mata dilihat dari sudut pandang wanprestasi.
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